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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat   

rahmat dan hidayah Nya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 

2025 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan 

penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil 

guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk 

mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi 

tugas pemerintah saat sekarang ini.  

Visi dan Misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang 

diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas 

secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis 

(RENSTRA), Perjanjian Kinerja (PK) maupun Pengukuran Kinerja. 

LAKIP ini disusun sebagai perwujudan kewajiban Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan 

kegiatan pada tahun 2025 yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi 

secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dan disusun  

secara  periodik,  dengan  harapan  bahwa  LAKIP  ini  dapat  menjadi cermin untuk 

mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja 

selanjutnya secara lebih produktif, efektif dan efisien dari aspek perencanaan, 

pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya. 

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh 

karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan 

dari semua pihak. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 

2025 dapat memberikan manfaat bagi kita semua. 

Mamuju,    Februari 2026 
 

  Kepala Dinas  
  
 
  
 
 
 
  Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si. 
  NIP : 19790102 201101 1 006 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Terselenggaranya Good Governance merupakan syarat utama untuk dapat 

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita- citanya. Dalam 

rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban 

yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemeritahan dapat dilakukan 

secara efektif dan efisien. Perlunya sistem pertanggung jawaban daerah atas segala 

proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tata tertib menuju instrumen 

akuntabilitas daerah. Inilah bagian terpenting untuk ditata, yang pada akhirnya 

menjadi Instrumen good governance. Untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan 

sesuai dengan yang direncanakan sebagai perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, 

misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 

maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju pada 

Tahun 2025 ini telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah 

(LAKIP) dan merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program 

kerja pada Tahun 2025. Namun demikian harus diakui bahwa belum seluruh tugas 

dan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dapat 

berjalan secara optimal. Masalah dan tantangan  penyelenggaraan  pembangunan  

bidang  Komunikasi, Infformatika, Statistik dan  Persandian tentu akan menjadi 

motivasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 

untuk terus berupaya melakukan konsolidasi dan pengembangan pembangunan yang 

lebih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat dijadikan masukan 

untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja dari Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun yang akan datang. Penyusunan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju ini merupakan wujud 

pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (RENSTRA Tahun ke 5), 

yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran 

yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalah. 

Program merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk 

menjabarkan kebijakan. Penjabaran program harus memiliki tingkat rincian yang 

sesuai dengan kebutuhan yang diuraikan. Program kerja tidak terlepas dari arah 

kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat merupakan pelaksanaan dari satu atau 

lebih tujuan dan sasaran. Program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Mamuju dalam periode satu tahun adalah sebagai berikut : 
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1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju secara umum dapat mencapai sasaran 

sebagaimana yang telah ditetapkan, dimana kegiatan mencapai target dan dapat 

terealisasi baik fisik maupun keuangan. Secara umum persentase capaian hasil kinerja 

sasaran yaitu tingkat capaian kinerja sasaran secara keseluruhan adalah sebesar 

98,80% yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran. 

Anggaran Belanja pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian Kabupaten Mamuju untuk pelaksanaan program/kegiatan yang 

mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju yang bersumber dari APBD sebesar Rp.3.667.347.397,- dengan 

realisasi sebesar Rp.3.359.615.111,-. Adapun alokasi Belanja Operasional 

Rp.3.575.601.397.- Realisasi Rp.3.271.328.211.- dan Belanja Modal Rp.91.746.000,- 

Realisasi sebesar Rp.88.286.900,-. 

Dengan telah selesainya seluruh program/kegiatan Tahun 2025 yang 

dilaksanakan dengan alokasi anggaran yang tersedia diharapkan output atau keluaran 

dari hasil seluruh kegiatan Tahun Anggaran 2025 dapat memberikan kontribusi bagi 

pembangunan di Kabupaten Mamuju, khususnya bidang Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi sehingga mendukung para pimpinan dalam pemanfaatan informasi 

sebagai bahan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan salah satu teknologi yang 

berkembang pesat. Pesatnya pengembangan TIK akan membuka peluang dan 

tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi 

informasi secara tepat dan akurat. Informasi merupakan suatu komoditi yang sangat 

berharga di era globalisasi untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing 

suatu organisasi (termasuk Pemerintahan daerah) secara keseluruhan. 

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah 

membuat kebijakan untuk memanfaatkan TIK untuk membangun Electronic 

Goverment for Good Governance yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan 

daerah hingga ke pusat. Tujuannya adalah agar infrastruktur TIK yang dibangun dapat 

dimanfaatkan secara bersama untuk berkoordinasi oleh seluruh instansi. 

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap 

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-

cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan 

sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga 

penyelanggaran pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara 

berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik diperlukan suatu 

sistem yang dapat menunjang pelaksanaanya, sistem tersebut dikenal dengan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntibitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdiri dari 

tahapan perencanaan strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran 

Kinerja dan Pelaporan Kinerja. 

Konsep dasar Akuntibitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial 

pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk  pelaksanaan  kegiatan 

pada tiap bagian. Masing-masing individu pada jajaran aparatur bertanggungjawab 

atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Akuntabilitas didefinisikan 

sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan 

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan 

sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang 

dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas suatu  instansi 

pemerintah itu merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk 
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mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang 

bersangkutan.  

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Mamuju Tahun 2025 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap 

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta 

kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut 

disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Mamuju berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003, tentang 

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Secara teknis pada tahun 2021 penyusunan LAKIP telah mengacu pada Dokumen 

Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan pada peraturan 

Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 dan 

Rencana Kinerja tahun 2025 serta Perjanjian Kinerja tahun 2025. 

 
1.2 Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 dimaksudkan 

untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang 

dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah sebagai sarana bagi 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam 

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas 

pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah 

dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju. LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan 

tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian dalam kurun waktu Tahun 2025. Selain itu, laporan ini disusun 
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sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean 

government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

tahun berikutnya. 

 
1.3 Dasar Hukum 

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintahan (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 

2021-2026, (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor : 70); 

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Mamumu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, (Lembaran Daerah Tahun 2024                   

Nomor : 7); 

11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, (Berita Daerah 

Kabupaten Mamuju Tahun 2025 Nomor : 23). 
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12. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah , (Berita Daerah Kabupaten 

Mamuju Tahun 2025 Nomor : 16). 

13. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelengggaraan Satu Data 

Indonesia Tingkat Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025                    

Nomor : 18). 

 
1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Mamumu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju dan Peraturan Bupati Nomor 23 

Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

adalah dinas yang mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan 

penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian 

urusan komunikasi dan diseminasi informasi. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas KOMINFOSIP 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan Kebijakan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik; 

b. Pengelolaan Aplikasi Informatika 

c. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi; 

d. Koordinasi dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik 

dan Persandian; 

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

f. Pelaksanaan administrasi dinas daerah kabupaten sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; 

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III),                        

4 orang Kepala Bidang (Eselon III), 13 Orang Pejabat Fungsional Ahli Muda dan 2 

Orang Kasubag (Eselon IV), 10 Orang Pelaksana, 4 Orang PPPK : 

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Mamuju 
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2. Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

b. Perencana Ahli Muda 

c. Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 

a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 

b. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 

c. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 

4. Bidang Aplikasi dan Informatika 

a. Pranata Komputer Ahli Muda 

b. Pranata Komputer Ahli Muda 

c. Analis Kebijakan 

5. Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi 

a. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 

b. Pranata Siaran Ahli Muda 

c. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda 

6. Bidang Persandian 

a. Sandiman Ahli Muda 

b. Sandiman Ahli Muda 

c. Sandiman Ahli Muda 
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Gambar 1.1 
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju  

Tahun 2025 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 



7 
 

1.5 Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas pada Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Mamuju 

Kepala Dinas Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 

adalah unsur pelaksanana urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika dan 

Bidang Persandian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung Jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 

melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informasi dan Bidang 

Persandian yang menjadi kewenangan daerah. 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Mamumu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju, untuk melaksanakan tugas pokok 

dan kewajibannya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Perumusan Kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik; 

2. Pengelolaan Aplikasi Informatika 

3. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan Informasi; 

4. Koordinasi dan Pelaksanaan kebijakan dibidang Informasi dan Komunikasi Publik 

dan Persandian; 

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

6. Pelaksanaan administrasi dinas daerah kabupaten sesuai dengan lingkup 

tugasnya; dan 

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; 

Berikut uraian tugas, kepala, sekretaris, kepala Bidang-bidang serta kepala 

seksi sebagai berikut : 

1. Rincian Tugas Kepala Dinas 

➢ Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan membina 

penyelenggaraan pemerintahan urusan dibidang Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian agar urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian di Kabupaten Mamuju dapat berjalan sesuai dengan rencana, tepat 

waktu, efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

 

 

 



8 
 

➢ Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi : 

a) Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta 

Pelaporan kegiatan Kesektariatan yang menunjang tugas pokok pada 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Mamuju; 

b) Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta 

Pelaporan di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik yang menunjang 

tugas pokok pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju; 

c) Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta 

Pelaporan di Bidang Aplikasi dan Informatika yang menunjang tugas pokok 

pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Mamuju; 

d) Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta 

Pelaporan di Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi yang menunjang 

tugas pokok pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju; 

e) Perumusan kebijakan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi serta 

Pelaporan di Bidang Persandian yang menunjang tugas pokok pada Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju; 

 
2. Sekretariat 

➢ Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin, melaksanakan dan membina 

penyelenggaraan ketatausahaan, perencanaan, administrasi kepegawaian, 

administrasi keuangan, dan urusan umum serta memberikan pelayanan 

administrasi kepada semua unit kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian Kabupaten Mamuju berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku untuk kelancaran Pelaksanaan tugas. 

➢ Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan rencana program dan kegiatan 

anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju; 
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b) Perumusan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan penyelenggaraan urusan kepegawaian dan umum di lingkup 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Mamuju; 

c) Perumusan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta 

pelaporan penyelenggaraan urusan keuangan di lingkup Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju; 

➢ Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Umum dan kepegawaian melaksanakan tugas menjalankan 

fungsi : 

1. Pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, monitoring dan evaluasi 

serta pelaporan penyelenggaraan urusan program kerja administrasi 

Kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku;  

2. Pelaksanaan dan pemeliharaan terhadap Barang-barang milik Negara 

(Aset) berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar 

dapat digunakan secara tepat dan berlansung lama; 

3. Pelaksanaan, pemantauan dan pemeliharaan terhadap 

penyelenggaraan urusan Umum Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju berdasarkan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku; 

4. Pelaksanaan dan Pemeliharaan Urusan Rumah tanggga Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju; 

5. Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Absensi Pegawai Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju; 

b) Sub Bagian keuangan dalam melaksanakan tugas menjalankan fungsi : 

1. Pelaksanaan, perumusan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan 

perbendaharaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku agar pengelolaan keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dapat berjalan sesuai 

rencana, tepat waktu dan akuntabel; 

2. Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaporan Rencana Program dan 

Kegiatan dilingkungan Sub Bagian Kepegawaian Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju; 
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3. Pelaksanaan, Perumusan, Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan 

Administrasi dilingkungan Sub Bagian Keuangan Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju; 

4. Pelaksanaan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran 

kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kabupaten 

Mamuju. 

c) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda dalam melaksanakan tugas 

menjalankan fungsi : 

1. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan rumusan 

pembuatan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju; 

2. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan rumusan 

pembuatan DPA dan RKA Dinas Komunikasi, Informatika, dan 

Persandian Kabupaten Mamuju; 

3. Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan rumusan 

pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju; 

4. Pelaksanaan, monitoring, dab Evaluasi Rencana Kerja Tahunan 

(RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju. 

 
3. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik 

➢ Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, mempunyai tugas pengelolaan 

informasi dan komunikasi publik pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

➢ Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut bidang informasi dan komunikasi 

publik mempunyai fungsi : 

a) Perumusan kebijakan dan Pelaksanaan penyelenggaraan urusan di bidang 

Hubungan Kelembagaan Informasi; 

b) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan urusan di bidang 

Pengawasan Data dan Informasi; 

c) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan urusan di bidang 

Monitoring dan Pengaduan Informasi. 

➢ Bidang Komunikasi dan Informasi Publik terdiri dari : 

1. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Ahli Muda), 

mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring isu publik dan 

pengaduan masyarakat. 
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi Monitoring dan 

pengaduan Informasi mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan monitoring isu 

publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat; 

2) Pengkoordinasikan kegiatan monitoring isu Publik; 

3) Pelaporan tugas monitoring isu publik dan pengelolaan pengaduan 

masyarakat; 

4) Pelaksanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Pengaduan Masyarakat; 

5) Pelaksanaan penyusunan rencana operasional Seksi monitoring dan 

pengaduan Masyarakat. 

2. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Ahli Muda), 

mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan tema kampanye 

kebijakan pemerintah dan informasi/ kebijakan nasional maupun daerah 

dan pengelolaan data informasi. 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud seksi pengawasan data 

informasi mempunyai fungsi : 

1) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan rencana 

operasional seksi Pengawasan Data dan Informasi berdasarkan 

program kerja bidang Informasi Komunikasi Publik; 

2) Penyusunan konsep pengelolaan Informasi atau kebijakan Pemerintah 

berdasarkan perioritas seksi Pengawasan Data dan Informasi; 

3) Penyusunan data rekaman video terkait kegiatan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Mamuju yang akan dituangkan kedalam videotrone; 

4) Pelaksanaan Pemeliharaan terhadap inventaris videotrone Pemerintah 

Kabupaten Mamuju; 

5) Pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan dilingkungan Seksi 

Pengawasan Data dan Informasi; 

3. Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Ahli Muda), 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penguatan pelayanan Informasi. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pelayanan informasi 

mempunyai fungsi : 

1) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan 

anggaran seksi Pelayanan Informasi; 

2) Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi dilingkungan seksi 

Pelayanan Informasi; 
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3) Perumusan konsep dan analisis Dokumentasi kegiatan Daerah dan 

Komunikasi antar Media; 

4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkup 

seksi Pelayanan Informasi; 

5) Pelaksanaan Peliputan Data berupa rekaman gambar maupun video 

sebagai bahan perumusan Data Informasi; 

 
4. Bidang Aplikasi Informatika 

➢ Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan 

pengembangan Application Program Interface (API) dan Pengelolaan E-Gov 

serta pemberdayaan aplikasi informatika untuk mengintegrasikan sistem lintas 

Perangkat Daerah guna mengoptimalkan pelayanan publik berbasis TIK, 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

➢ Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Aplikasi Informatika 

mempunyai fungsi : 

a) Pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, 

penyelenggaraan SMART CITY serta pengawasan peningkatan dan 

pengembangan kapasitas aparatur dan masyarakat di bidang teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

b) Pengembangan pelayanan Perangkat Daerah berbasis elektronik, serta 

pelaksanaan e-Goverment untuk meningkatkan kualitas pelayana publik; 

c) Pengkoordinasian integrasi system lintas Perangkat Daerah dan instansi 

melalui Aplikasi Program Interface (API) dan website, serta pengendalian 

rekomendasi hosting start up publik di Daerah dan rekomendasi 

penyediaan pengelolaan akses internet bagi seluruh Perangkat Daerah dan 

publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

➢ Bidang Aplikasi Informatika terdiri dari : 

1. Pranata Komputer Ahli Muda, mempunyai tugas pokok memimpin dan 

melaksanakan pengembangan kapasitas Perangkat Daerah dan 

Masyarakat melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk 

meningkatkan kapasitas Perangkat Daerah dan Masyarakat di Bidang TIK, 

serta penyelenggaraan dan pengawasan kegiatan berbasis TIK, 

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi pemberdayaan aplikasi 

informatika mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan Penyusunan rencana program dan kegiatan anggaran 

seksi pemberdayaan Informatika; 

2) Pelaksanaan Peningkatan dan pengembangan kapasitas Aparatur dan 

Masyarakat di Bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku; 

3) Pelaksanaan Penyiapan dan penyelenggaraan SMART CITY serta 

pemanfaatan ruang terbuka publik berbasis teknologi, Informasi dan 

Komunikasi (TIK) dan pengendalian menara telekomunikasi; 

4) Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi dilingkungan Seksi 

Pemberdayaan Informatika; 

5) Pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan Teknologi Informasi 

Komunikasi (TIK). 

2. Pranata Komputer Ahli Muda, mempunyai tugas pokok memimpin dan 

melaksanakan peningkatan mutu layanan publik dengan melalui 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan 

pemerintah Daerah yang bersih, transparan, yang luas menjawab tuntutan 

perubahan yang efektif, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik 

melalui pelayanan e-Government yang baik, berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi e-Government 

mempunyai fungsi : 

1) Pelaksanaan, perencanaan serta penyusunan program dan kegiatan 

Seksi Pengelolaan e-Government; 

2) Pengembangan penyelenggaraan Perangkat Daerah berbasis 

elektronik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 

3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan e-Government 

berdasarkan system manajemen dilingkungan Pemerintah dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi; 

4) Pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi dilingkungan Seksi 

Pelayanan e-Government; 

5) Pelaksanaan kegiatan pelaporan data elektronik Pemerintah 

Kabupaten ke Pemerintah Pusat. 
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3. Analis Kebijakan, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan 

penyusunan dan pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan tugas dan rencana 

kegiatan pengembangan aplikasi Informasi, berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

Untuk melaksanakan tugas pokok seksi pengembangan teknologi 

informasi mempunyai fungsi :  

1) Penyusunan rencana operasional seksi pengembangan tehnologi 

informasi berdasarkan rencana program bidang aplikasi informatika. 

2) Penyusunan rancangan konsep pengembangan Application Program 

Interface (API). 

3) Pengembangan Application Program Interface (API) bagi kepentingan 

PD dan instansi lain sesuai ketentuan yang berlaku. 

4) Pengembangan bisnis proses Re-enginering lintas Perangkat Daerah 

dan lintas Instansi sesuai ketentuan yang berlaku. 

5) Pengembangan analisa big data sesuai ketentuan yang berlaku. 

6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik 

lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

 
5. Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi  

➢ Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi Mempunyai tugas memimpin dan 

melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Sarana dan Diseminasi Informasi 

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika agar dapat berjalan sesuai rencana, tepat waktu, 

transparan dan akuntable, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

➢ Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Sarana dan Diseminasi 

informasi mempunyai fungsi : 

a) Penyusunan rencana kerja operasional bidang sarana dan Diseminasi 

informasi berdasarkan rencana program Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian. 

b) Pengevaluasian konsep pengembangan layanan portal kabupaten dengan 

menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

c) Pengevaluasian nama domain bagi kepentingan seluruh PD dan 

menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah 

sesuai ketentuan yang berlaku. 
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d) Perekonomian nama sub domain bagi kepentingan seluruh Perangkat 

Daerah pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

e) Perekomendasian hosting bagi start up publik di daerah sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

f) Perekomendasian penyediaan dan pengelolaan data center, disaster 

recovery center sesuai ketentuan yang berlaku dan TIK pemerintahan 

kabupaten. 

g) Perekomendasian penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi seluruh 

PD sesuai ketentuan yang berlaku. 

h) Perekomendasian penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi publik 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

i) Pemvalidasian hasil pengelolaan dan penyediaan data dan informasi bagi 

seluruh Perangkat Daerah dan instansi lainnya sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

j) Pengkoordinasian penguatan hubungan dengan media (Media Relations). 

k) Pengkoordinasian pelaksanaan konversi pers dan kunjungan jurnalistik. 

l) Pengkoordinasian pembentukan lebaga mitra komunikasi di Kabupaten. 

m) Pengkoordinasian penguatan lembaga mitra komunikasi dan komunitas 

strategis lainnya. 

n) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

➢ Bidang Sarana dan Diseminasi Informasi terdiri dari :  

1. Pranata Humas Ahli Muda, mempunyai tugas melaksanakan 

penyediaan dan pengelolaan sarana informasi yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut seksi sarana informasi 

mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan rencana operasional seksi sarana informasi dan 

penyediaan berdasarkan rencana program bidang sarana dan 

Diseminasi informasi. 

2) Penganalisian dan pengevaluasian berdasarkan nama domain bagi 

kepentingan seluruh Perangkat Daerah dengan menyiapkan bahan 

pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan 

yang berlaku. 



16 
 

3) Perencanaan pelaksanaan Diseminasi informasi kebijakan melalui 

media berdasarkan strategi komunikasi. 

4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan 

kegiatan di lingkungan seksi sarana informasi. 

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik 

lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

2. Pranata Siaran Ahli Muda,  mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyediaan dan pengelolaan data center, akses internet dan pengelolaan 

informasi Perangkat Daerah. 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, seksi pengelolaan dan 

penyediaan informasi mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan rencana operasional seksi pengolahan dan penyediaan 

informasi berdasarkan rencana program bidang sarana dan Diseminasi 

informasi. 

2) Pengevaluasian penyediaan dan pengelolaan data center, disaster 

recovery center dan TIK Pemerintah Kabupaten Kota sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

3) Pengevaluasian penyediaan dan pengelolaan akses internet dan 

intranet bagi seluruh Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

4) Pengevaluasian penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi 

publik. 

5) Pemverifikasian hasil pengolahan dan penyediaan data dan informasi 

bagi seluruh Perangkat Daerah dan Instansi lainnya sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan 

kegiatan di lingkungan seksi pengelolaan dan penyediaan informlisasi. 

7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik 

lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

3. Pranata Humas Ahli Muda, mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penguatan lembaga mitra komunikasi di Kabupaten/Kota. 

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi hubungan kelembagaan 

informasi mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan rencana operasional seksi hubungan kelembagaan dan 

informasi berdasarkan program kerja bidang Sarana dan prasarana 

Diseminasi informasi. 
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2) Penyusunan konsep dan menganalisis pengelolaan saluran komunikasi 

/ media internal. 

3) Penganalisaan dan pengklasifikasian dan pembuatan konsep 

pelayanan informasi publik. 

4) Pengembangan penguatan hubungan dengan media (Media 

Relations). 

5) Pembuatan konsep pelaksanaan konferensi pers dan kunjugan 

jurnalistik. 

6) Pembuatan rencana pembentukan lembaga mitra komunikasi di 

Kabupaten/Kota. 

7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan 

kegiatan pada seksi hubungan kelembagaan informasi. 

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik 

lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

 
6. Bidang Persandian 

➢ Bidang Persandian mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan dan 

Perlindungan Informasi berklasifikasi ditingkat Kabupaten/Kota. 

➢ Untuk melakanakan Tugas pokok tersebut Bidang Persandian mempunyai               

fungsi : 

a. Penyusunan Rencana Operasional Bidang Persandian berdasarkan 

rencana program Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 

b. Perencanaan anggaran dan target capaian penyelenggaraan persandian 

untuk Pengamanan Informasi ditingkat Kabupaten/Kota dengan 

mengutamakan keamanan Kepala Daerah, Pimpinan Dewan dan Pimpinan 

perangkat daerah; 

c. Perumusan kebijakan kebijakan tehnis persandian untuk keamanan 

Informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disusun oleh 

Lembaga sandi negara; 

d. Pelaksanaan Penyiapan, Pemanfaatan dan pengembangan SDM sandi, 

materil sandi dan Jaringan Komunikasi sandi (JKS); 

e. Peningkatan Kompetensi SDM sandi melalui partisipasi pada kegiatan 

pembinaan persandian bik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar 

dan/atau bimingan teknis persandian; 

f. Pelaksanaan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya; 
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➢ Bidang Persandian terdiri dari : 

1. Sandiman Ahli Muda, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan 

Pemenuhan Kompetensi SDM Sandi dan Sosialisasi kesadaran keamanan 

Informasi; 

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) seksi 

Pembinaan Persandian mempunyai fungsi : 

1) Perencanaan kegiatan Seksi Pembinaan Persandian berdasarkan 

rencana operasional Bidang Persandian; 

2) Pelaksanaan Kegiatan pemenuhan kompetensi SDM sandi melalui 

penyiapan dan pengiriman personil untuk mengikuti diklat diklat sandi 

yang diselenggarakan oleh Lembaga Sandi Negara; 

3) Pelaksanaan kegiatan peningkatan keasadaran keamanan Informasi 

(security awareness) dengan menyelenggarakan sosialisasi atau 

seminar pentingnya keasadaran keamanan Informasi ditingkat 

Pimpinan Daerah meliputi Kepala Daerah, pimpinan Dewan dan 

Pimpinan perangkat Daerah; 

4) Pelaksanaan pengelolahan pusat data persandian; 

5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik 

lisan maupun tertulis sesui dengan tugas pokok dan fungsinya. 

2. Sandiman Ahli Muda,  mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan 

tata kelolah dan perlindungan informasi di lingkungan Kabupaten/Kota; 

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) seksi 

pengamanan persandian mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan rencana operasional diseksi pengamanan persandian 

berdasarkan rencana operasional Bidang Persandian; 

2) Pengawasan penyelengaraan persandian untuk keamanan informasi 

internal; 

3) Pengumpulan data dan bahan kelengkapan penyusunan perencanaan 

anggaran target capain penyelengraan persandian. 

4) Penyiapan kebijakan-kebijakan teknis persandian untuk pengamanan 

informasi dengan berpedoman pada NSPK yang telah disususn oleh 

Lembaga Sandi Negara; 

5) Pelaksanaan pengamanan fisik dan kontrol terhadap akses informasi 

atau fasilitas pemprosesan informasi terutama yang berkaitan 

langsung dengan pimpinan Daerah; 



19 
 

6) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan data dari ganguan jaringan sistem 

Informasi dengan tetap menjaga Intgritas dan ketersediaaan data; 

7) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas lingkungan seksi pengamanan 

sandi; 

8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan 

maupun tertulis sesuai tugas pokok dan fungsinya. 

3. Sandiman Ahli Muda, mempunyai tugas pokok melaksanakan 

Peningkatan Kesadaran Keamanan Informasi dan evaluasi Hubungan 

Komunikasi. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud ayat (1) seksi 

Dukungan dan Kerjasama Informasi mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan perencanaan informasi operasional Seksi Dukungan dan 

Kerjasama berdasarkan rencana operasional Bidang persandian; 

2) Pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kesadaran keamanan 

Informasi dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi atau 

seminar pentingnya keamanan Informasi; 

3) Pelakasanaan kegiatan pengukuran dan evaluasi penyelengraan 

persandiaan secara internal pada masing-masing perangkat daerah; 

4) Pelaksanaan Kebijakan Manajemen resiko aset organisasi; 

5) Penyiapan konsep pola hubungan komunikasi sandi; 

6) Pelaksanaan tugas ketidasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik 

lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya. 

 
1.6 Sumber Daya 

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju memiliki pegawai sebanyak 

42 orang. Dari jumlah pegawai tersebut, terdiri dari ASN 29 orang (69%),                                 

PPPK 4 orang (9%) dan Non ASN 10 orang (24%). 

Jumlah pegawai eselon II masih kosong dari jumlah pegawai ASN yang terdiri 

dari Kepala Dinas. Eselon III sebanyak 4 orang yang merupakan sekretaris 1 Orang 

dan Kepala Bidang sebanyak 3 orang, sementara Eselon IV sebanyak 11 orang yang 

terdiri dari para Jabatan Fungsional dan Kepala Seksi di sekretariat yang ada di Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Jabatan Fungsional Tertentu 

sebanyak 2 orang, Staf Pelaksana ASN sebanyak 10 orang dan 4 orang merupakan 

PPPK. 
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Rincian pegawai berdasarkan Eselon Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan 

Dinas Komunikasi, Informatka, Statistik dan Persandian, sebagaimana tabel di bawah 

ini : 

 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 

 
Rincian pegawai berdasarkan Jenis Kelamin di lingkungan Dinas Komonikasi, 

Informasi, Statistik dan Persandian, sebagaimana gambar dibawah ini : 

 
Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 

 
Sementara distribusi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Dinas Komunikasi 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dapat dilihat pada gambar 

berikut : 
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Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 
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BAB II 

PERENCANAAN KERJA 

 

2.1 Rencana Strategis 

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang beriorentasi pada hasil 

yang ingin dicapai selama kurang waktu 1 (Satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara 

sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungan potensi, peluang dan 

kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rancangan 

Strategis Instansi Pemerinta yang setidaknya membuat Visi Misi Tujuan Sasaran 

Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. 

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyususnan rencana 

Strategis langka awal yangharus dilakukan oleh istansi pemerintah agar dalam 5 tahun 

kedepan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, 

namun berada dalam tatanan dalam Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis dan sinergi, instansi pemerintah 

dapat lebih menyelarasakan  visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala 

yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya. 

2.1.1 Visi dan Misi 

Perumusan Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

tidak terlepas dari upaya untuk menyukseskan Visi Kabupaten Mamuju yaitu 

”MAMUJU KEREN” (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, 

Ramah, Energik, dan Nyaman). Pada Visi tersebut terdapat makna KEREN yang 

terkandung berdasarkan masing-masing frase yang terdiri atas lima frase, yaitu 

kata Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman. Visi tersebut 

mengandung. Filosofi dasar yaitu :  

Kreatif : Kondisi pemerintah dan masyarakat yang kreatif dan 

inovasi baik dalam Tata kelolah pemerintahan, Ideologi, 

Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keamanan. 

Edukatif : Kondisi Pemerintah dan masyarakat yang produktif, sehat 

jasmani dan rohani. 

Ramah : Kondisi pemerintah dan masyarakat yang kondusif, 

menyelesaikan segala tantangan dan ancaman kehidupan 

melalui pendekatan nilai-nilai integritas yang menjunjung 

tinggi kejujuran, nurani rasa malu, nurani rasa bersalah 

dan berdosa apabila melakukan penyimpangan-
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penyimpangan yang berupa korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. 

Nyaman : Kondisi Mamuju yang tentram dan sejahtera mudah 

mendapat akses terhadap sumber kehidupan dan 

penghidupan 

 
Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, 

dirumuskan dalam 5 (lima) Misi pembangunan Kabupaten Mamuju sebagai 

berikut : 

1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas Infrastruktur Fisik yang bekelanjutan. 

3) Mewujudkan aksebilitas dan kualitas pelayanan bidang Pendidikan, 

Kesehatan dan Sosial. 

4) Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan 

Agama, Budaya serta Kearifan Lokal. 

5) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi 

Lokal. 

Misi pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju ada pada misi 1 

(satu) yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, dimana urusan 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian diselenggarakan 

dalam rangka pemenuhan layanan publik yang berkualitas bidang 

pemanfaatan teknologi dan informatika serta pemenuhan data dan informasi 

masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.  

 
2.1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan 

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan 

tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi 

menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah sesuatu 

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) 

tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan 

akan memberi arahan untuk perumusan sasaran, kebijakan, program dan 

kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran adalah hasil 

yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang 

lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun 

waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, 
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yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan 

pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan 

tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat 

dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara 

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana 

Strategis. 

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026, 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 

mendukung dalam pencapaian misi ke satu, yaitu : Mewujudkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Baik. Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan 

misi Pemerintah Kabupaten Mamuju maka Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju merumuskan tujuan dan sasaran 

strategis untuk kurun waktu lima tahun kedepan sesuai RPJMD Kabupaten 

Mamuju dan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dinas yaitu : 

Tabel 2.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

Visi         :    Mamuju Keren (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) 

Misi        :    Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatnya 
Kualitas dan 

pelayanan 
komunikasi, 

informatika dan 

Persandian 

Meningkatnya 
diseminasi 

informasi dan 
komunkasi publik 

Meningkatnya 
Pengelolaan 

Informasi dan 
komunikasi Publik 

Peningkatan Penyediaan 
dan Pengelolaan Informasi 

dalam rangka Keterbukaan 
informasi Publik 

   Peningkatan diseminasi 

informasi melalui 

pendayagunaan media 
informasi untuk 

mengurangi kesenjangan 
informasi 

   Peningkatan Produksi 

Konten informasi Publik 

   Peningkatan 
Pengembangan dan 

Pemberdayaan Lembaga 
Komunikasi Sosial 

Masyarakat 

   Peningkatan kualitas SDM 
dan peran serta penjabat 

pengelola informasi publik 

 Meningkatnya 
kualitas 

penyelenggaraan 

pemerintahan 
berbasis elektronik 

Pengembangan 
infrastruktur 

teknologi informasi 

dalam pelaksanaan 
pemerintahan 

Peningkatan infrastuktur 
jaringan internet berbasis 

FO 

  Meningkatnya 

layanan 

Perumusan kebijakan dan 

regulasi sistem 
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Pemerintahan yang 
Berbasis TIK  

pemerintahan berbasis 
elektronik (SPBE) 

   Peningkatan Layanan 

Website,Pelayanan Publik 
dan Kegiatan Pemda 

   Peningkatan Layanan 

Manajemen Data dan 
Informasi Elektronik 

Pemda 

   Peningkatan kualitas SDM 
Bidang TIK 

 Meningkatnya 

keamanan 
informasi melalui 

penyelenggaraan 
persandian  

Meningkatnya 

Penyelenggaraan 
Pengamanan 

Informasi 
Pemerntah Daerah 

Peningkatan 

Pengembangan kualitas 
Layanan Keamanan 

Informasi 

 Terselenggaranya 

birokrasi PD yang 
efektif, efisien dan 

berorientasi 

pelayanan prima 

Menyusun 

perencanaan dan 
pengendalian 

pelaksanaan serta 

monitoring dan 
evaluasi kinerja 

Dinas Komunikasi 
Informatika 

Statistik dan 
Persandian yang 

berkualitas 

Perencanaan urusan 

Komuniaksi, Informatika 
dan Persandian berbasis 

kinerja 

   Pendampingan 
pelaksanaan program dan 

kegiatan urusan 

Komunikasi, Informatika 
dan Persandian 

   Evaluasi kinerja Dinas 

Komunikasi Informatika 
Statistik dan Persandian 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 

 
2.2 Indikator Kinerja Utama 

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan tersebut diatas, maka 

ditentukan Indikator Kinerja Utama yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Organisasi 

Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang 

tercantum dalam RPJMD 2021-2026. Indikator kinerja merupakan kondisi yang 

ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan suatu 

program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan 

kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat 

dimonitor dan dievaluasi. Selanjutnya hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator 

keberhasilan dan sasaran, tujuan dan misi dari istansi. 

Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 
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Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025. 

Tabel 2.2 
Indikator Kinerja Utama 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR  

KINERJA UTAMA 
SATUAN TARGET 

1 
Meningkatnya diseminasi 
informasi dan komunikasi 
publik 

Persentase Cakupan 
Penyebaran Informasi dan 

Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 

Persen 84% 

2 

Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan berbasis 
elektronik 

Indeks SPBE Nilai 2,50 

Indeks IPS Nilai 1,9 

3 

Meningkatnya keamanan 
informasi melalui 
penyelenggaraan 
persandian 

Persentase Perangkat daerah 
yang telah menggunakan 
sandi dalam komunikasi 

Perangkat Daerah 

Persen 67% 

4 

Terselenggaranya 
birokrasi PD yang efektif, 
efisien dan berioentasi 
pelayanan prima 

Nilai AKIP Predikat A 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 

 
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

Perencanaan Kinerja pada Tahun 2025 di dasarkan pada Perjanjian Kinerja. 

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi 

yang lebih tinggi (dalam hal ini Bupati Mamuju) kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah (dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju) untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah 

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu 

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja 

yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun 

bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat 

kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan 

juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya 

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 
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3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 

4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 

supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah. 

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju sebagaimana tabel berikut : 

    Tabel 2.3 
       Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

        Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Mamuju 

 
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

Meningkatnya diseminasi informasi 
dan komunikasi publik  

Persentase Cakupan Penyebaran 
Informasi dan Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 

84% 

Meningkatnya kualitas 
penyelenggaraan pemerintahan 
berbasis elektronik 

Indeks SPBE 2,50 

Indeks IPS 1,9 

Menngkatnya keamanan informasi 
melalui penyelenggaraan 
persandian 

Persentase Perangkat daerah yang 
telah menggunakan sandi dalam 
komunikasi Perangkat Daerah 

67% 

Terselanggaranya birokrasi PD 
yang efektif, efisien dan 
beriorentasi pelayanan prima 

Nilai AKIP A 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 

Total Anggaran Belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.667.347.397 (Tiga Milyar 

Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus 

Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian dalam Perjanjian Kinerja sebagai              

berikut :  
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Tabel 2.4 
Program Kerja Tahun 2025 

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  
Kabupaten Mamuju 

 
NO PROGRAM ANGGARAN KET 

1. 

 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 
3.373.342.887  

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik 174.307.740  

3. Program Aplikasi Informatika 87.920.970  

4. Program Penyelenggaraan Statistik 14.222.350  

5. 
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi 
17.553.450  

 JUMLAH 3.667.347.397  

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Sesuai amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu 

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju selaku pengemban amanah Kepala 

Daerah Kabupaten Mamuju melaksanakan kewajiban untuk membuat Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk perwujudan 

kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui 

sistem pertanggungjawaban yang dilaksakan. 

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Mamuju Tahun 2025 disusun berdasarkan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Dengan disusunnya 

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju, 

dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari 

kelompok indikator masing-masing urusan yang menjadi tanggung jawab Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yaitu urusan 

Komunikasi dan Informatika, dan urusan Persandian. Berdasarkan Perjanjian Kinerja 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju                    

Tahun 2025, terdapat 4 (empat) sasaran dan juga 4 (empat) indikator yang dievaluasi 

dan dianalisis pencapaian kinerjanya untuk memberikan informasi yang lebih 

transparan mengenai sebab sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

diharapkan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun 2021- 2026. 

 
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja 

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah 

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan 

publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan 

outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya 

organisasi yang akuntabel. 
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Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang 

(seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan 

secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam 

laporan kinerja ini menggambarkan posisi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju pada Tahun Anggaran 2025. 

 
3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Pelaporan 

 
Tabel 3.1 

 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025 
 

Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja 
Target Tahun 

2025 
Realisasi 

Tahun 2025 

(1) (2) (3) (4) 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan komunikasi, 
informatika dan 

persandian  

Indeks kepuasan masyarakat 

terhadap layanan 
komunikasi, informatika dan 

Persandian 

90  73,10  

Meningkatnya Diseminasi 
Informasi dan Komunikasi 

Publik 

Persentase Cakupan 
Penyebaran Informasi dan 

Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 

84 % 100 % 

Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

Indeks SPBE 2,5 2,63 

Indeks IPS 1,9 
Tidak 

Terlaksana 

Meningkatnya Keamanan 

Informasi Melalui 
Penyelenggaraan 

Persandian 

Persentase Perangkat Daerah 

yang Telah Menggunakan 
Sandi Dalam Komunikasi 

Perangkat Daerah 

67 % 92,99 % 

Terselenggaranya 
Birokrasi Perangkat 

Daerah (PD) Yang Efektif, 
Efisien, dan Beriorentasi 

Pelayanan Prima 

Nilai AKIP A 

Masih 

Berproses di 
Inspektorat 

Sumber Data : IKU DISKOMINFOSIP, 2025 

 
Secara keseluruhan, pelaksanaan program kerja Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Mamuju pada Tahun 2025 

menunjukkan hasil yang variatif dengan beberapa capaian strategis yang 

melampaui target, namun tetap menyisakan ruang evaluasi dan perbaikan pada 

masa yang akan datang.  

1. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan (SPBE) 

Salah satu keberhasilan utama tahun ini adalah meningkatnya kualitas 

penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dari target 

indeks 2,5 (Cukup), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian 
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Kabupaten Mamuju berhasil melampaui ekspektasi dengan meraih angka 2,63 

(Baik). Hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam digitalisasi birokrasi, 

meskipun untuk Indeks IPS (Indeks Pembangunan Statistik) tercatat "Tidak 

Terlaksana", yang akan menjadi prioritas perbaikan pada periode 

mendatang. 

2. Penguatan Keamanan Informasi dan Persandian 

Kinerja luar biasa juga ditunjukkan pada sektor keamanan informasi. 

Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam 

komunikasi melampaui target 67% dengan realisasi mencapai 92,99%. 

Capaian ini menandakan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan instansi 

pemerintah terhadap perlindungan data dan keamanan siber, dimana target 

aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk pejabat Eselon III sudah 

terealisasi 146 ASN dari target 157 ASN. 

Selanjutnya Indeks Keamanan Informasi (IKAMI) Pemerintah Kabupaten 

Mamuju yang di laporkan melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Mamuju ke Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 

Tahun 2025, juga mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 

sebelumnya yang dihasilkan berdasarkan kelengkapan penerapan standar 

SNI/ISO 27001 sesuai kategori pada skor 326, walau pada hasil evaluasi akhir 

masih berada pada level Tidak Layak. 

Hal lain yang juga telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju 

melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah 

pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai tindaklanjut dari 

Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan 

Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia Nomor 600.5/3022/SJ dan 

Nomor 61 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Tim Tanggap Insiden 

Siber pad Pemerintah Daerah. 

3. Diseminasi Informasi dan Kepuasan Masyarakat 

Pada sektor pelayanan publik dan komunikasi, terdapat tantangan yang cukup 

signifikan: 

• Indeks Kepuasan Masyarakat: Mencapai angka 73,10%. Walaupun 

angka ini menunjukkan kategori baik, namun belum memenuhi target 

ambisius sebesar 90%. 

• Diseminasi Informasi: Cakupan penyebaran informasi dan komunikasi 

publik tercatat sebesar 100% dari target 84%.  
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4. Akuntabilitas Kinerja Internal 

Mengenai tata kelola birokrasi internal, Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah) dengan target A saat ini masih dalam status "Proses". 

Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi mandiri dan pengumpulan bukti dukung 

kinerja sedang dilakukan untuk memastikan standar pelayanan prima tetap 

terjaga. 

 
3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja         

Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir 

 
Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun 

sebelumnya atau Tahun 2023 dan Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut :   
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Tabel 3.1  
Pengukuran Kinerja 

 

No Sasaran Indikator 

2023 2024 2025 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

Target Realisasi 
Capaian 
Kinerja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Meningkatkan kualitas 
pelayanan 

komunikasi, 

informatika dan 
persandian 

Indeks kepuasan 
masyarakat terhadap 

layanan komunikasi, 

informatika dan 
Persandian 

90 74,08 82 % 79 76,74 97 % 84 73,10 87% 

1. 

Meningkatnya 

Diseminasi Informasi 

dan Komunikasi Publik 

Persentase Cakupan 

Penyebaran Informasi 
dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

69% 69% 100 % 79% 79% 100 % 84% 100% 100% 

2. 

Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Indeks SPBE 

3 2,15 71,67% 2,35 2,42 103% 

2,50 2.63 105% 

Indeks Pembangunan 

Statistik (IPS) 
1,9 

Tidak 

Terlaksana 
0 

3. 

Meningkatnya 

Keamanan Informasi 
melalui 

Penyelenggaraan 

Persandian 

Persentase Perangkat 

Daerah yang telah 
menggunakan Sandi 

dalam Komunikasi 

Perangkat Daerah 

44% 44% 100% 56% 46% 82% 67% 92,99% 138% 

4. 

Terselenggaranya 

Birokrasi PD yang 

Efektif, Efisien, dan 
Berionterasi 

Pelayanan Prima  

Nilai AKIP BB B Cukup BB B Cukup A 

Masih 
Berproses 

di 
Inspektorat 

0 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 
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3.1.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan 

Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen 

Perencanaan Strategis Organisasi 

 
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target 

jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas 

Komunikasi,  Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju periode 

2021-2026 diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 3.2 
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis 

Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja 
Realisasi 

Tahun 2025 

Target Akhir 
Rencana 

Strategis 

Tingkat               

Kemajuan 

(1) (2) (3) (4) (5) =4/5*100 

Meningkatkan 
kualitas pelayanan 

komunikasi, 
informatika dan 

persandian  

Indeks kepuasan 

masyarakat 

terhadap layanan 
komunikasi, 

informatika dan 
Persandian 

73,10  90 81 % 

Meningkatnya 
Diseminasi 

Informasi dan 
Komunikasi Publik 

Persentase 

Cakupan 
Penyebaran 

Informasi dan 
Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

100 % 94 % 106 % 

Meningkatnya 
Kualitas 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Indeks SPBE 2,63 4 65,7 % 

Indeks IPS 
Tidak 

Terlaksana 
0 0 % 

Meningkatnya 
Keamanan 

Informasi Melalui 
Penyelenggaraan 

Persandian 

Persentase 

Perangkat Daerah 
yang Telah 

Menggunakan 
Sandi Dalam 

Komunikasi 

Perangkat Daerah 

92,99 % 100 % 92,9 % 

Terselenggaranya 

Birokrasi Perangkat 

Daerah (PD) Yang 
Efektif, Efisien, dan 

Beriorentasi 
Pelayanan Prima 

Nilai AKIP 

Masih 

Berproses 
di 

Inspektorat 

AA 0 % 

 

Sumber Data : RPJMD dan RKPD DISKOMINFOSIP Tahun 2025 

 
Uraian penjelasan tabel :  

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja tahun 2025 tercatat masih di 

bawah sebesar 100%, ketika dibandingkan dengan target jangka menengah 
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yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar 86%. 

Data ini menunjukkan "progres yang signifikan".  

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan 

serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-

langkah yang dapat diambil:  

1. Kegiatan yang dilakukan berpedoman pada indikator kinerja  

2. Pencapaian kinerja disesuaikan dengan indikator kinerja  

3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja 

 

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional 

(jika ada) 

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional diuraikan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3 
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional 

 

Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Realisasi 
Tahun 

2025 

Realisasi 

Nasional 

Realisasi 
Provinsi 

Sulbar 

Realisasi 
Kab/Kota 

Lainya 

(1) (2) (3) (4) (5)  (6) 

Meningkatnya 
Kualitas 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Berbasis Elektronik 

Indeks 
SPBE 

2,63 

Dengan 
Predikat 

Baik 

- 
Tidak Ada 
Penilaian 

- 

Sumber Data : KemenPAN RB, LHE SPBE Tahun 2025 

 
Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 

2,63 dengan kategori Baik. 

Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024 yaitu sebesar 2,42 dengan 

kategori Cukup, maka Indeks SPBE Tahun 2025 mengalami peningkatan indeks 

sebesar 0,21. 

Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, diperlukan strategi yang terencana 

dan terfokus. Beberapa langkah yang akan dilakukan meliputi :  

1. Memaksimalkan capaian melalui pelaksanaan Peraturan Bupati Mamuju 

Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah 

yang telah di sahkan 

2. Meningkatkan nilai pada area penilaian SPBE  

3. Koordinasi dan kerjasama yang lebih intens dengan Perangkat Daerah  

4. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian Indeks SPBE 
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3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / 

Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja 

serta alternatif solusi yang telah dilakukan Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju disajikan pada tabel berikut : 

Tabel 3.4 
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Tujuan Perangat Daerah 

Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Target 
Tahun 

2025 

Realisasi 
Tahun 

2025 

Analisis 
Keberhasilan

/Kegagalan 

Solusi yang 

dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Meningkatkan 

kualitas 

pelayanan 
komunikasi, 

informatika dan 
persandian  

Indeks 
kepuasan 

masyarakat 
terhadap 

layanan 
komunikasi, 

informatika 

dan 
Persandian 

90  73,10  Berhasil 
Meningkatkan 
menjadi 100 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP Tahun 2025 

 

• Analisis Keberhasilan Tujuan : 

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 73,10 dengan 

mutu pelayanan B atau mutu kinerja Baik.  

2. Unsur-unsur pelayanan yang bemutu Baik adalah semua dari ketujuh 

unsur pelayanan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Mamuju, yaitu Layanan Tanda Tangan Elektronik 

(TTE), Informasi Media Sosial, Layanan Informasi Keliling, Melakukan 

Kerja Sama Media, Layanan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Layanan 

SP4N-LAPOR dan Layanan Pembuatan Sub Domain.  

• Analisis Penyebab Kegagalan : 

1. Beragamnya karakteristik dari responden dalam menyikapi berbagai 

unsur pelayanan yang ada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 

Persandian Kabupaten Mamuju 
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• Alternatif Solusi : 

1. Optimalisasi Infrastruktur : Pemasangan bantuan internet dari Program 

BAKTI KOMDIGI sebanyak 39 Titik yang merupakan usulan Tahun 2024 

dan mengajukan usulan tambahan sebanyak 104 titik bantuan internet 

sebagai langkah nyata mengurangi keluhan masyarakat di area blankspot.  

 
Tabel 3.5 

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Sasaran 1  
Perangat Daerah 

Tujuan/ 

Sasaran 

Indikator 

Kinerja 

Target 
Tahun 

2025 

Realisasi 
Tahun 

2025 

Analisis 
Keberhasilan

/Kegagalan 

Solusi yang 

dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Meningkatnya 
Diseminasi 

Informasi dan 
Komunikasi 

Publik 

Persentase 

Cakupan 

Penyebaran 
Informasi 

dan 
Komunikasi 

Publik 

Pemerintah 
Daerah 

84 % 100 % Berhasil 

Meningkatkan 

Menjadi Lebih 
Informatif 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP Tahun 2025 

 

• Analisis Keberhasilan Sasaran : 

1. Pelayanan Informasi Keliling melalui kendaraan keliling mampu 

menjangkau area "blank spot" atau pelosok yang mungkin tidak 

terjangkau sinyal internet atau media sosial 

2. Dengan memiliki layanan internal untuk pelayanan sound system, 

Pemerintah Daerah menghemat biaya sewa vendor pihak ketiga 

3. Peningkatan Literasi Digital : Berhasil meningkatkan kemampuan anggota 

KIM dalam menyaring berita bohong (hoax) dan menyebarkan informasi 

pembangunan daerah 

4. Dominasi Media Online: Melalui kerjasama dengan 11 media online yang 

menghasilkan 165 rilis membuktikan efektivitas penyebaran berita secara 

cepat dan luas (SEO friendly) 

• Analisis Penyebab Kegagalan : 

1. Informasi keliling dapat terhambat oleh cuaca (hujan) atau kondisi yang 

membuat pesan suara tidak terdengar jelas 

2. Resiko Kerusakan : Peralatan elektronik yang jarang digunakan justru lebih 

rentan rusak karena kelembapan atau penurunan fungsi komponen 
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3. Infrastruktur Jaringan : Beberapa KIM di wilayah pelosok Mamuju mungkin 

terkendala sinyal internet untuk mempraktikkan diseminasi informasi 

digital. 

4. Kualitas vs Kuantitas : Dengan volume publikasi yang besar, tantangannya 

adalah memastikan interaksi (engagement) seperti komentar dan likes dari 

masyarakat juga tinggi, bukan sekadar jumlah postingan. 

 

• Alternatif Solusi : 

1. Diversifikasi Media : Melengkapi kendaraan keliling dengan 

selebaran/pamflet fisik agar masyarakat memiliki catatan tertulis setelah 

kendaraan lewat. 

2. Maintenance Rutin : Melakukan pengecekan berkala (pemanasan alat) 

setiap minggu meskipun tidak ada jadwal kegiatan untuk menjaga kualitas 

audio. 

3. Reward & Recognition : Memberikan penghargaan bagi KIM paling aktif 

untuk memacu semangat kompetisi positif antar komunitas 

4. Optimalisasi Konten Video : Mengubah format rilis berita menjadi video 

pendek (Reels/TikTok) untuk menyesuaikan tren konsumsi informasi 

masyarakat saat ini 

 
Tabel 3.6 

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Sasaran 2 
Perangat Daerah 

Tujuan/Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Target 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Tahun 
2025 

Analisis 

Keberhasla
/Kegagalan 

Solusi yang 

dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Meningkatnya 
Kualitas 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Berbasis 
Elektronik 

Indeks 
SPBE 

2,5 2,63 Berhasil 

Peningkatan 
Aspek 

Penilaian 

Indokator 
SPBE 

Indeks IPS 1,9 

Tidak 

Terlaksan
a 

  

Sumber Data : DISKOMINFOSIP Tahun 2025 

 

• Analisis Keberhasilan Sasaran : 

1. Kepastian Hukum : Adanya Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 

tentang SPBE ini adalah "Kemenangan Strategis" karena memberikan 

dasar hukum kuat untuk mewajibkan seluruh perangkat daerah 

mengimplementasikan SPBE 
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2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola : Meraih nilai 2,63 (Baik) menunjukkan 

bahwa Kabupaten Mamuju telah memenuhi standar minimum maturitas 

digital sesuai PermenPAN RB No. 59 Tahun 2020 

3. Sentralisasi Data : Berhasil mengintegrasikan berbagai aplikasi 

perangkat daerah di bawah kendali teknis DISKOMINFOSIP untuk 

memudahkan pengawasan 

 

• Analisis Penyebab Kegagalan : 

1. Kesenjangan Digital : Angka 21,21% blankspot merupakan tantangan 

besar bagi pemerataan informasi di Mamuju, terutama di wilayah 

topografi sulit. 

2. Urgensi Layanan Dasar : Fokus pada 89 titik pendidikan dan 6 titik 

kesehatan menunjukkan bahwa akses internet belum merata pada 

sektor pelayanan publik paling krusial 

• Alternatif Solusi : 

1. Pemetaan Presisi : Melakukan pendataan by name by address untuk 

fasilitas publik agar usulan bantuan ke pemerintah pusat (Bakti 

KOMDIGI) atau Provinsi lebih akurat. 

2. Self-Assessment Rutin : Melakukan pra-evaluasi internal sebelum 

penilaian pusat untuk mengidentifikasi indikator yang masih lemah 

(seperti aspek Audit TIK atau Keamanan Informasi) 

3. Migrasi ke Cloud/PDN : Mulai memanfaatkan Pusat Data Nasional (PDN) 

untuk menjamin keamanan data dan mengurangi beban biaya 

pemeliharaan server fisik lokal 

 
Tabel 3.7 

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Sasaran 3 
Perangat Daerah 

 

Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Tahun 
2025 

Analisis 

Keberhasllan
/Kegagalan 

Solusi 

yang 
dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Meningkatnya 
Keamanan 

Informasi 

Melalui 
Penyelenggara

an Persandian 

Persentase 

Perangkat 
Daerah yang 

Telah 
Menggunakan 

Sandi Dalam 
Komunikasi 

Perangkat 

Daerah 

67 % 92,99 % Berhasil 

Meningkat 

kan 

Keamanan 
Informasi 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP Tahun 2025 
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• Analisis Keberhasilan Sasaran : 

1. Adopsi Digital Masif : Angka 337 ASN menunjukkan bahwa TTE tidak 

lagi hanya digunakan oleh pimpinan puncak (KDH/Eselon II), tetapi 

sudah merambah ke pejabat administrator dan fungsional 

2. Efisiensi Administrasi : Penggunaan TTE secara langsung memangkas 

waktu tunggu tanda tangan basah, memungkinkan proses surat-

menyurat tetap berjalan meskipun pejabat sedang dinas luar 

3. Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) - SK Bupati 

Nomor 360 tahun 2025, Kesiapan Respon : Pembentukan TTIS (Kab-

Mamuju CSIRT) merupakan syarat wajib dari BSSN dalam membangun 

ketahanan siber daerah yang terorganisir 

• Analisis Penyebab Kegagalan : 

1. Kesenjangan Digital : Angka 21,21% blankspot merupakan tantangan 

besar bagi pemerataan informasi di Mamuju, terutama di wilayah 

topografi sulit. 

2. Laporan Assessment IKAMI Versi 5.0 (Skor 326 - Level Tidak Layak) 

atau Gap Standar Nasional : menunjukkan bahwa meskipun secara 

teknis sistem berjalan, secara dokumentasi dan tata kelola belum 

memenuhi standar ISO/IEC 27001. 

• Alternatif Solusi : 

1. Jemput Bola : Melakukan asistensi langsung (pendaftaran dan verifikasi 

wajah) ke setiap Perangkat Daerah untuk mempercepat penerbitan 

sertifikat elektronik dari BSrE 

2. Penyaringan User : Membatasi akses hanya pada personil tertentu yang 

memiliki integritas dan kompetensi sandi (Sandiman) 

3. Peningkatan Kompetensi SDM : Mengikutsertakan staf teknis dalam 

pelatihan sertifikasi keamanan informasi agar mampu 

mengimplementasikan kontrol keamanan sesuai parameter IKAMI 
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Tabel 3.8 
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi Sasaran 4 

Perangat Daerah 

Tujuan/ 
Sasaran 

Indikator 
Kinerja 

Target 

Tahun 
2025 

Realisasi 

Tahun 
2025 

Analisis 

Keberhasllan
/Kegagalan 

Solusi yang 
dilakukan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Terselenggaranya 

Birokrasi 
Perangkat Daerah 

(PD) Yang Efektif, 
Efisien, dan 

Beriorentasi 
Pelayanan Prima 

Nilai AKIP A 

Masih 
Berproses 

di 

Inspektorat 

Proses 

Meningkat 
kan Untuk 

Mencapai 
Target 

Tertinggi 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP Tahun 2025 

• Analisis Keberhasilan Sasaran : 

1. Kedisiplinan Manajerial : Ketepatan waktu menunjukkan adanya 

koordinasi yang solid antara sub-bagian penyusunan program dengan 

bidang-bidang teknis dalam mengumpulkan data capaian. 

2. Pemahaman Indikator Kinerja : Tim penyusun memiliki pemahaman yang 

baik terhadap IKU (Indikator Kinerja Utama), sehingga dokumen yang 

dihasilkan tidak hanya tepat waktu tetapi juga berkualitas dan terukur. 

3. Kenyamanan Lingkungan Kerja : Sarana kantor yang representatif 

meningkatkan produktivitas dan loyalitas ASN dalam memberikan 

layanan publik 

• Analisis Penyebab Kegagalan : 

1. Sinkronisasi Data Lintas Bidang : Terkadang terjadi keterlambatan dari 

unit kerja teknis dalam menyerahkan laporan fisik/bukti dukung 

(evidence) yang mengakibatkan tim penyusun harus bekerja ekstra di 

akhir tenggat waktu. 

• Alternatif Solusi : 

1. Rapat Evaluasi Bulanan : Melaksanakan rapat internal rutin untuk 

memantau capaian target fisik dan keuangan sebelum memasuki masa 

pelaporan. 

2. Digitalisasi Arsip Bukti Dukung : Mewajibkan setiap bidang mengunggah 

bukti kegiatan (foto, daftar hadir, notulensi) ke penyimpanan awan 

(cloud) segera setelah kegiatan selesai. 

Dengan melaksanakan analisis dan langkah-langkah perbaikan yang 

komprehensif, diharapkan kinerja di masa mendatang dapat meningkat secara 

signifikan. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh 

pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal. 
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3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel 

berikut :  
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Tabel 3.9  

Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi 
 

Tujuan/Sasaran 

Kinerja Anggaran Efisiensi 

Target Realisasi 
Capaian 

% 

Anggaran Realisasi Capaian 

% 

 

Rp. Rp. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Meningkatnya 

Diseminasi Informasi 

dan Komunikasi 
Publik 

84% 100% 100% 174.307.740 164.768.282 76,66 
23,34 % Sangat Efisien (Hemat 

anggaran namun target tercapai 100%) 

Meningkatnya 

Kualitas 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

2,50 2.63 105% 87.920.970 87.521.169 99,26 
5,47 % Efisien (Output melampaui 

target dengan anggaran hampir penuh) 

1,9 Tidak Terlaksana 0 14.222.350 3.499.828 34,76 
-34,76% Tidak Efisien (Anggaran 
terserap sebagian tapi kinerja nol) 

Meningkatnya 

Keamanan Informasi 
Melalui 

Penyelenggaraan 

Persandian 

67% 92,99% 138% 17.553.450 17.358.672 98,86 
28,36% Sangat Efisien (Output 

melampaui target 138% dengan biaya 

98%) 

Terselenggaranya 

Birokrasi Perangkat 

Daerah (PD) Yang 
Efektif, Efisien, dan 

Beriorentasi 
Pelayanan Prima 

A 
Masih Berproses 
di Inspektorat 

0 3.373.342.887 3.086.467.160 89,69 

-89,69% Tidak Efisien (Realisasi 

kinerja belum terukur/0% sementara 
anggaran terserap besar) 

 

Sumber Data : Evaluasi RENJA DISKOMINFOSIP, Tahun 2025 
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Berdasarkan data yang disajikan, dapat diidentifikasi informasi mengenai efisiensi 

penggunaan sumber daya. Analisis ini merupakan langkah penting untuk menilai 

tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

Analisis Hasil 

1. Efisiensi Positif (Keberhasilan) : 

- Diseminasi Informasi : berhasil menghemat anggaran sebesar 23,34% dari total 

pagu namun tetap mencapai target kinerja 100%. Ini adalah bentuk efisiensi 

penggunaan sumber daya yang sangat baik. 

- Keamanan Informasi : Memiliki tingkat efisiensi tertinggi karena realisasi kinerja 

jauh melampaui target (138%) sementara anggaran yang digunakan tidak 

sampai 100%. 

2. Efisiensi Negatif (Kendala) : 

- Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan terselenggaranya Birokrasi Perangkat 

Daerah : Karena capaian kinerjanya tertulis 0% (Satu tidak terlaksana dan satu 

lagi masih berproses di Inspektorat), maka secara matematis nilainya negatif. 

Artinya, ada sumber daya (anggaran) yang sudah keluar/terpakai namun 

manfaat atau outputnya belum bisa dirasakan atau diukur. 

Catatan untuk Laporan ini 

Untuk poin nomor 5 (terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah), jika nanti hasil 

dari Inspektorat sudah keluar dan kinerjanya mencapai (misalnya) 90%, maka tingkat 

efisiensinya akan berubah menjadi positif. Selama nilainya masih "0", maka dalam 

laporan audit hal ini dikategorikan sebagai pemborosan/ketidakefisienan. 

 
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun 

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini :  
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Tabel 3.10 
Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan 

Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja Realisasi Program/ Kegiatan Indikator Kinerja 
Capaian 

% 
Menunnjang/ 

Tidak Menunjang 
Analisis 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Meningkatnya Diseminasi 

Informasi dan Komunikasi 

Publik 

Persentase Cakupan 

Penyebaran Informasi 
dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah 

100% 
Program Informasi 
Dan Komunikasi Publik 

Persentase Masyarakat yang 
mmenjadi Sasaran 

Penyebaran Informasi Publik 
mengetahui kebijakan dan 

program prioritas  73,86% Menunjang 

Sesuai dengan 

program/ 
kegiatan yang 

telah ditentukan  Persentase konten informasi 

terkait program dan 
kebijakan penerintah yang 

dipublikasi 

Meningkatnya Kualitas 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan Berbasis 

Elektronik 

Indeks SPBE 2,63 
Program Informasi 

Dan Komunikasi Publik 

Pesentase Organisasi 

Perangkat Daerah yang telah 
menerapkan layanan SPBE 

100% Menunjang 

Sesuai dengan 
program/ 

kegiatan yang 
telah ditentukan 

Indeks IPS 
Tidak 

Terlaksana 

Program 
Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

Persentase Pemanfaatan 

Data Statistik Sektoral Dalam 
Perencanaan,Pelaksanaan 

dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah 

33,67% Menunjang 

Sesuai dengan 
program/ 

kegiatan yang 
telah ditentukan 

Meningkatnya Keamanan 
Informasi Melalui 

Penyelenggaraan 

Persandian 

Persentase Perangkat 

Daerah yang Telah 

Menggunakan Sandi 
Dalam Komunikasi 

Perangkat Daerah 

92,99% 

Program 
Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi 

Persentase Perangkat Daerah 

yang menyediakan data 
Statistik Sektoral 

100% Menunjang 

Sesuai dengan 
program/ 

kegiatan yang 

telah ditentukan 

Terselenggaranya Birokrasi 
Perangkat Daerah (PD) 

Yang Efektif, Efisien, dan 
Beriorentasi Pelayanan 

Prima 

Nilai AKIP 

Masih 

Berproses di 
Inspektorat 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/ 

Kota 

Indeks Kualitas Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

89,29 % Menunjang 

Sesuai dengan 

program/ 
kegiatan yang 

telah ditentukan 

 

Sumber Data : Evaluasi RENJA DISKOMINFOSIP, Tahun 2025  
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3.2 Analisis Capaian Kinerja 

Agar dapat menginterprestasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, 

diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian tujuan yang dijabarkan 

dalam keberhasilan dari sasaran berdasarkan indikator kinerja yang mendukung. 

Ananlisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 

sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan, berupa dokumen Perjanjian Kinerja, 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RENSTRA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026. Sehingga analisis atas capaian 

kinerja ini menyajikan capaian tujuan yang ingin dicapai sesuai yang diperjanjikan 

melalui Perjanjian kinerja 2025 sesuai hasil pengukuran kinerja dengan rencana akhir 

yang ingin dicapai berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Hasil 

analisis tujuan, sasaran dan indikator sasaran urusan komunikasi dan informatika 

secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut : 

3.2.1 Capaian Sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi 

Publik 

Tabel 3.11 
Analisis Hasil Capaian 

Sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik 
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target Tahun 

2025 

Realisasi 
Tahun 
2025 

(1) (2) (3) (4) 

Meningkatnya 
Diseminasi Informasi 
dan Komunikasi Publik 

Persentase Cakupan 
Penyebaran Informasi 
dan Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 

84 % 100 % 

 

Sumber Data : DISKOMINFOSIPSIP, 2025 

 
Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu : 

1. Terlaksananya Penyebaran Informasi terkait dengan Pencegahan Stunting, 

Sosialisasi Sampah dan Diseminasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) Tepat Waktu melalui penyebaran informasi pengumuman kendaraan 

keliling sebanyak 13 kali selama setahun; 

2. Terlaksananya pelayanan Sound System sebanyak 8 kali untuk kegiatan-

kegiatan Pemerintah Daerah; 
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Tabel 3.12 
Pelayanan Informasi Keliling dan Sound System 

Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
Kabupaten Mamuju Tahun 2025 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 
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3. Terlaksananya kegiatan pembinaan Kemitraan Komunikasi dengan 

Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) untuk 20 KIM di Kabupaten 

Mamuju; 

4. Terlaksananya pendataan kembali Komunitas Informasi Masyarakat 

(KIM) di Kabupaten Mamuju sejumlah 38 KIM. 

Tabel 3.13 
Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)  

Setelah Dilakukan Pendataan Kembali  
Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju Tahun 2025 
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Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 

 

5. Tersedianya data hasil diseminasi informasi kepada Tim Percepatan 

Penurunan Stunting (TPPS) untuk publikasi penanganan stunting di 

Kabupaten Mamuju 

 
Tabel 3.14 

Laporan Hasil Diseminasi Informasi  
Terkait Penanganan Stunting 

Di Kabupaten Mamuju Tahun 2025 
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Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 

 
6. Terlaksananya diseminasi informasi melalui pembuatan spanduk/baliho 

informasi hari besar Nasional dan informasi pembangunan pemerintah 

Kabupaten Mamuju sebanyak 8 publikasi 

7. Terpublikasinya kegiatan Kepala Daerah dan perangkat daerah 

Kabupaten Mamuju sebanyak 261 kali selama Tahun 2025 melalui media 
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sosial dan website Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dikelola oleh 

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; 

Tabel 3.15 
Laporan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah  

Melalui Media Sosial  
dan Website Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 

 

No Bulan 
Jumlah 

Publikasi 
Keterangan 

1. Januari 17  

2. Februari 21  

3. Maret 50  

4. April 34  

5. Mei 20  

6. Juni 13  

7. Juli 0  

8. Agustus 39  

9. September 16  

10 Oktober 17  

11. November 12  

12. Desember 22  

 Total 261  
 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 

 
8. Terlaksananya kerjasama media online sebanyak 11 kali kerjasama 

menghasilkan 165 rilis berita selama satu tahun, dan media cetak 

sebanyak 4 kali kerjasama menghasilkan 4 rilis berita selama  satu tahun, 

ditambah dengan pembuatan Video Kaleidoskop Pemerintah Kabupaten 

Mamuju Tahun 2025 sebanyak 1 kali. 
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Tabel 3.16 
Jumlah Kerjasama Media Cetak dan Media Online 

Di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 
Kabupaten Mamuju Tahun 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 

 
9. Pengelolaan layanan aduan masyarakat melalui LAPOR-SP4N sebanyak 7 

aduan selama Tahun 2025, yang mana aduan tersebut telah 

terdistribusikan ke Perangkat Daerah (PD) yang menangani secara teknis. 

Beberapa Gambar mengenai kondisi aduan masyarakat melalui aplikasi 

LAPOR-SP4N, sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 
Laporan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi LAPOR-SP4N  

Tahun 2025 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 
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3.2.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Tabel 3.17 
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik 

 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Mamuju 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target 
Tahun 
2025 

Realisasi 
Tahun 2025 

(1) (2) (3) (4) 

Meningkatnya 
Kualitas 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Berbasis Elektronik 

Indeks SPBE 2,5 2,63 

Indeks IPS 
1,9 

Tidak 
Terlaksana 

 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 
 
Pada Sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran dengan 

indikator kinerja Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). 

Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meliputi 

empat domain yaitu kebijakan internal SPBE, Tata kelola SPBE, Manajemen 

SPBE dan Layanan SPBE. 

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu : 

1. Terlaksananya fasilitasi Zoom Meeting Kepala Daerah / Wakil Kepala 

Daerah (KDH/WKDH) serta Perangkat Daerah sebanyak 113 Kegiatan 

selama setahun. 

Tabel 3.18 
Laporan Rekapitulasi Fasilitasi ZoomMeeting  

Tahun 2025 

No Bulan 
Jumlah 

Kegiatan 
Keterangan 

1. Januari 8  

2. Februari 6  

3. Maret 5  

4. April 11  

5. Mei 8  

6. Juni 8  

7. Juli 10  

8. Agustus 11  

9. September 11  

10 Oktober 13  

11. November 12  

12. Desember 10  

 Total 113  
 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 
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2. Tersedianya data wilayah Kabupaten Mamuju berdasarkan nama 

Desa/Kelurahan di setiap Kecamatan nya dengan persentase 21,21 % 

yang masih dalam kategori BlankSpot. 

Tabel 3.19 
Data BlankSpot Wilayah Kabupaten Mamuju  

Tahun 2025 
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Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 
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3. Tersedianya data usulan bantuan internet untuk titik BlankSpot pada 

fasilitas Pendidikan dan Kesehatan di 10 Kecamatan, yaitu 89 Titik untuk 

Fasilitas Pendidikan (SD/Sederajat dan SMP/Sederajat) dan Fasilitas 

Kesehatan 6 Titik. 

Tabel 3.20 
Usulan Titik Blank Spot  

Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan  
Kabupaten Mamuju Tahun 2025 
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Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 

 
4. Terlaksananya Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) yang telah mendapatkan hasil dengan nilai 2,63 (Baik) dan 

sekaligus pengumpulan data terkait penggunaan instrumen 47 indikator 

dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 

2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. 

5. Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan server, website Pemerintah 

Kabupaten Mamuju serta aplikasi-aplikasi Pemerintah yang menjadi 

tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju.   

6. Tersedianya Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2025 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah.  
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Gambar 3.2 
Screenshoot Peraturan Bupati Mamuju Nomor 16 Tahun 2025 

Tentang  
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pemerintah Daerah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : JDIH Kabupaten Mamuju, 2025 
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Gambar 3.3 
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : KemenPAN-RB, 2025 

 
Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan 

Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 

bertujuan meningkatkan kualitas data statistik sektoral dengan rencana aksi 

yang dilakukan yaitu :                         

1. Tersedianya Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah. 
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Gambar 3.4 
Screenshoot Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2025 

Tentang 
Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber Data : JDIH Kabupaten Mamuju, 2025 

 
2. Terlaksananya Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten 

Mamuju yaitu Pembinaan Statistik Sektolar Lingkup Pemerintah 

Kabupaten Mamuju; 

3. Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

(EPSS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dimana 

pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2025 ini tidak dapat 

dilaksanakan dikarenakan perubahan proses bisnis EPSS di tingkat pusat, 
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akan tetapi tahapan pelaksanaan evaluasi tersebut tetap dilaksanakan 

untuk mempersiapkan EPSS tahun depan yaitu dengan Penunjukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju dan Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mamuju sebagai 

Perangkat Daerah dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik 

Tahun 2025, sesuai dengan SK Bupati Mamuju Nomor 277 Tahun 2025 

dan Pengelolaan e-Walidata pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan 

Daerah (SIPD); 

Gambar 3.5 
Screenshoot Keputusan Bupati Mamuju Nomor 27 Tahun 2025 

Tentang 
Penunjukan Perangkat Daerah Dalam Penilaian Evaluasi 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : JDIH Kabupaten Mamuju, 2025 
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Gambar 3.6 
Pembinaan Statistik Sektoral  

Oleh Pembina Data Kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2025 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber Data : DISKOMINFOSIPSIP, 2025
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3.2.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui 

Penyelenggaraan Persandian 

 
Tabel 3.21 

Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan 
Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian 

 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  
Kabupaten Mamuju 

 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target 
Tahun 
2025 

Realisasi 
Tahun 2025 

(1) (2) (3) (4) 

Meningkatnya 
Keamanan 
Informasi Melalui 
Penyelenggaraan 
Persandian 

Persentase Perangkat 
Daerah yang Telah 
Menggunakan Sandi 
Dalam Komunikasi 
Perangkat Daerah 

67 % 92,99 % 

 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 
 
Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu 

1. Terlaksananya aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) sampai dengan 

Tahun 2025 sudah terealisasi sebanyak 337 ASN yang telah memiliki dan 

memanfaatkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersebut; 
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Tabel 3.22 
Data Aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)  

Aparatur Sipil Negara (ASN) sampai Tahun 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber Data : DISKOMINFOSIPSIP, 2025 
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2. Terlaksananya pengelolaan Email Sanapati dimana Email Sanapati ini 

merupakan e-mail khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang 

lebih kompleks sehingga mempunyai tingkat keamanan yang tinggi. 

Realisasi surat yang masuk melalui email sanapati 409 kali penerimaan 

dan pengantaran selama Tahun 2025 sebanyak 137 kali. 

Gambar 3.7 
Laporan Kegiatan Pengelolaan Email SANAPATI 

Tahun 2025 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 
 

3. Terlaksananya Laporan Assesment Indeks Keamanan Informasi (IKAMI) 

versi 5.0 Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju yang dilakukan 

oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Republik Indonesia pada 

Tahun 2025, berdasarkan kelengkapan penerapan standar SNI/ISO 

27001 sesuai kategori pada skor 326, dengn hasil evaluasi akhir masih 

berada pada level Tidak Layak. 
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Gambar 3.8 
Laporan Assessment  

Indeks Keamanan Informas (IKAMI) Versi 5.0 
Pemerintah Kabupaten Mamuju 

Tahun 2025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber Data : BSSN-RI, 2025 
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4. Tersedianya Keputusan Bupati Mamuju Nomor 360 Tahun 2025 tentang 

Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) Kabupaten Mamuju 

 
Gambar 3.9 

Screenshoot Keputusan Bupati Mamuju Nomor 360 Tahun 2025 
Tentang 

Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS)  
Kabupaten Mamuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber Data : JDIH Kabupaten Mamuju, 2025 
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3.2.4 Capaian Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah 

(PD) yang Efektif, Efisien, dan Beriorentasi Pelayanan Prima 

 
Tabel 3.23 

Analisis Hasil Capaian Sasaran  
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD)  

yang Efektif, Efisien, dan Beriorentasi Pelayanan Prima 
 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian  

Kabupaten Mamuju 
 

Sasaran Indikator Kinerja 
Target 
Tahun 
2025 

Realisasi 
Tahun 2025 

(1) (2) (3) (4) 

Terselenggaranya 
Birokrasi Perangkat 
Daerah (PD) Yang 
Efektif, Efisien, dan 
Beriorentasi 
Pelayanan Prima 

Nilai AKIP A Proses 

 

Sumber Data : DISKOMINFOSIP, 2025 

 
Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu : 

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan capaian kinerja Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 

tepat waktu; 

2. Terpenuhinya sarana dan prasarana ASN lingkup Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian dalam menunjang pelaksanaan 

tugas; 

 
3.3 Akuntabilitas Keuangan 

Alokasi Anggaran Tahun 2025 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang 

mendukung kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Mamuju yang bersumber dari APBD sebesar Rp.3.667.347.397,- dengan realisasi 

sebesar  Rp.3.359.615.111,-. Adapun alokasi Belanja Operasional Rp.3.575.601.397.- 

Realisasi Rp.3.271.328.211.- dan Belanja Modal Rp.91.746.000,- Realisasi sebesar 

Rp.88.286.900,-. Pagu dan realisasi anggaran belanja daerah Dinas Komunikasi, 

Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun 2025 dan alokasi 

anggaran dan realisasi dari masing-masing program dan kegiatan untuk pencapaian 

sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Mamuju Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut : 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini merupakan 

pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good 

Governance) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten 

Mamuju Tahun 2025. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang 

baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. 

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, 

Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini dapat menggambarkan 

kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 

dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun 

kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan 

kegagalan.  

Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 

Kabupaten Mamuju tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju              

memiliki 5 Sasaran Strategis dengan 6 Indikator Kinerja. Dan dari 6 Indikator Kinerja 

tersebut 5 tercapai dan 1 tidak tercapai.  

2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi danInformatika 

Kabupaten Mamuju adalah masih kurangnya komitmen bersama dengan Perangkat 

Daerah Lain untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau 

digitalisasi secara umum.  

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah 

sebagai berikut : 

1. Komitmen Bersama antar Perangkat Daerah untuk mendukukung Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

2. Monitoring dan Evaluasi PPID. 

3. Kolaborasi dengan Perangkat Daerah maupun pihak yang mendukung untuk 

terselenggaranya Transformasi Digital Pelayanan Publik. 
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4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah 

perbaikan di atas. 

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Mamuju ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas 

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju kepada pihak-

pihak terkait baik sebagai stake holder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian 

dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Mamuju. 

 

 

 

 

 

 

***** 
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https://diskominfosip.mamujukab.go.id  

Diskominfosip Kabupaten Mamuju 

@diskominfosip_mamuju  

Pemerintah Kabupaten Mamuju 
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 


